ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES) TERHADAP PRAKTIK HUTANG PUPUK DAN
BENIH TANAMAN DENGAN JAMINAN DIBAYAR SETELAH PANEN
DI DESA GIRIK KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:
Virgiany Kartika Wuri
NIM. C92217181

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virgiany Kartika Wuri
Nim : C92217181
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/

Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktik Hutang
Pupuk dan Benih Tanaman dengan Jaminan dibayar

Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelirian/karya

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2021
Saya yang menyatakan,

Virgiany Kartika Wuri
NIM. C92217181



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Hutang Pupuk Dan Benih
Tanaman dengan Jaminan dibayar Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten
Lamongan” yang ditulis oleh Virgiany Kartika Wuri NIM C92217181 ini

telah diperiksa dan disetujui untuk dimunagasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2021

Pembimbing

Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP. 197409102005012001




PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Virgiany Kartika Wuri NIM. C92217181 ini (elah
dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqgasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, dan dapat
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu

am Hukum Ekonomi Syariah.
dalam Hukum Ekon Syarial

Majelis Munagasah SKkripsi

Penguii 1, Penguji 11,

Dr. Umi Chaidaroh, S.H..,M.HI
NIP. 197409102005012001 NIP. 193601212007101001

Penguji 111, Penguji IV.

0

Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

v zlifatﬂ‘lh{h.y[.ﬂ

NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Desember 2021,
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya




oy KEMENTERIAN AGAMA
fm UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
\hi/J PERPUSTAKAAN
J1. Jend. A. Yani [17 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Virgiany Kartka Wuri

NIM : C92217181

Fakultas/Jurusan  : Syatiah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address  : Kitikaal @gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royaltd Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

B Sckripsi I Tesis 3 Desertasi 3 Ll B oo s )
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

TERHADAP PRAKTIK HUTANG PUPUK DAN BENIH TANAMAN DENGAN

JAMINAN DIBAYAR SETELAH PANEN DI DESA GIRIK KABUPATEN LAMONGAN

bescrta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya  dalam  bentuk pangkalan  data  (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltextuntuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkuran.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Surabaya, 26 Oktober 2021

Penulis

(Virgiany Kartika Wuri)



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Hutang Pupuk dan Benih
Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten
Lamongan”. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang
dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagiamana praktik hutang
pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen di Desa Girik
Kabupaten Lamongan, serta bagaimana analisis hukum Islam dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhaadap praktik hutang pupuk dan
benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (fieldresearch)
berjenis penelitian kualitatif di Desa Girik Kabupaten Lamongan.
Pengumpulan data di himpun melalui wawancara dengan beberapa pihak
yang terkait, dokumentasi dan telah pustaka. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.
Teknik analisa menggunakan teknik naratif.

Hasil Penelitian menunjukkan praktik hutang pupuk dan benih
tanaman yang dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan
merupakan kegiatan hutang piutang dengan tambahan jumlah yang harus
dibayar disetiap bulannya. Pihak mugtarid mendatangi pihak muqgrid untuk
berhutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan akan membayarnya
pada saat musim panen tiba dengan melaksanakan akad perjanjian hutang
piutang dengan secara lisan dan tulisan. Ketika petani mengalami gagal
panen, maka pihak muqrid memberi kelonggaran batas waktu pengembalian
pada saat panen berikutnya dengan ketentuan ada tambahan disetiap
bulannya sebesar Rp.150.000,00. Analisis hukum Islam dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21 huruf e dan f terhadap hutang
pupuk dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten
Lamongan adalah yang pertama dalam pandangan hukum Islam, transaksi
hutang piutang pupuk dan benih tanaman tersebut merupakan kegiatan
hutang piutang yang berunsur riba sehingga menjadikan transaksi tersebut
diharamkan dalam Islam dikarenakan adanya ketidaksesuaian penghitungan
jumlah hutang dalam pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disesuaikan
diawal perjanjian. Praktik ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf e dan f mengenai asas-asas akad Qard
dikarenakan dalam praktiknya merugikan salah satu pihak dan keuntungan
terbesar hanya didapatkan oleh muqgrid. Kemudian dalam Pasal 608, Pasal
609, dan Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Qard.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran: 1) Sebaiknya
transaksi tersebut dilakukan dengan tidak mengambil manfaat yang tidak
dianjurkan dalam ajaran Islam. 2) Sebaiknya transaksi dilakukan dengan
adanya bukti nota setiap bulan yang diberikan kepada petani, agar petani
lebih mudah untuk mengetahui tentang berapa jumlah yang harus dibayar
atau dilunasi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya berinteraksi
dengan sesama manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia
selalu berhubungan dengan satu sama lain. Setiap manusia memiliki
haknya masing-masing dalam memenuhi kehidupannya dengan berusaha
mendapatkan harta dan mengembangkannya. Oleh sebab itu, manusia
tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain disekitarnya dan
tentunya manusia diciptakan untuk saling tolong menolong dan berbuat
kebaikan di muka bumi ini.® Agama Islam merupakan agama yang
universal. Seluruh aspek kehidupan, baik dalam beribadah, akhlak
maupun transaksi. Islam memberikan tata cara dalam kehidupan sehari-
hari sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Islam merupakan agama yang
sempurna telah melakukan kaidah-kaidah dasar dalam kehidupan
manusia dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam hal ibadah maupun
muamalah. Salah satu bentuk muamalah dalam ajaran Islam vyaitu

masalah hutang piutang.?

! Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan
Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, 9.

2 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2018),10-11.
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20,
“Qardadalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan
syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu
tertentu”.®

Secara etimologis, hutang piutang (gard) merupakan bentuk
masdar dari garadhaasy-syai’abil-migradh yang artinya memotong. Kata
tersebut merupakan sinonim dari kata gata’a yang
artinyaakumemutuskansesuatudengangunting.*

Ulama Hanafiyah mendefinisikan hutang piutang adalah harta
yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau
dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan
harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan
yang sepadan dengan itu.®

Wabbahal-Zuhaili mendefinisikan  secara  bahasa  sebagai
potongan, maksudnya adalah adanya peminjaman harta kepada orang
yang membutuhkan. Maksud dari harta tersebut adalah harta dari
seseorang yang meminjamkan. Beberapa ulama lain juga berpendapat

bahwa gard adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan kepada

SPPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama,
2017), 19.

4 Mardani, Figih Ekonomi Syariah Figih Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),
331

SMega Septriyani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah
Panen” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).



seseorang yang meminjam oleh pemilik harta dengan maksud memberi
keringanan atau membantu orang yang meminjam untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.®

Berdasarkan prinsip gard, terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-
Maidah ayat 2:’

00 p# ot (5 pSho ¢ pd G Sy |y thudd pl> 13
@ Span Lol A B el Vs &30 ) e s gl

Artinya: “Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan tagwa, dan
janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat
siksaan-Nya.”

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia harus saling
tolong menolong dikarena manusia pasti mengalami kesulitan dalam
hidupnya sehingga membutuhkn manusia lain  untuk  memenuhi
kebutuhan hidupnya agar terhindar dari kesulitan. Pada kenyataannya
manusia sering mengalami berbagai musibah, baik dari segi ekonomi
maupun dari segi lainnya. Demi tercukupinya kebutuhan hidup, tidak
jarang masyarakat melakukan transaksi hutang-piutang kepada orang
yang lebih mampu atau orang yang menawarkan transaksi tersebut
sehingga mampu mengatasi permasalahan yang ada. Hal tersebut hampir

sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa, permasalahan ekonomi

6lmam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (PT: Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016),
168.

"Departemen Agama Republik Indonesiaa, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bekasi: PT.
Dinamika Cahaya Pustaka, 2017), 106.



masyarakat desa yang belum terselesaikan dan dikarenakan belum
memiliki cukup modal mengelola kebun/ sawah. Dengan keterbatasan
ekonomi, masyarakat berhutang pupuk dan benih tanaman agar dapat
mengelola kebun atau sawah mereka lagi. Dalam konsep figh muamalah,
disebut dengangardyang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu hutang-
piutang yang merupakan pinjaman dengan memberi jangka waktu
tertentu untuk pengembalian dana/ harta yang dipinjam dikembalikan
dengan jangka waktu yang telah ditentukan tanpa memberikan imbalan
kepada pemberi pinjaman.®

Dalam praktik hutang piutang pupuk dan benih tanamaan terjadi
di Desa Girik, Kabupaten Lamongan yaitu pihak pemberi hutang
menawarkan produk seperti pupuk dan benih tanaman yang mereka jual
kepada konsumen. Demi melangsungkan perkembangan ekonomi,
dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani dan dengan keadaan
yang mendesak, sehingga petani dengan terpaksa berhutang kepada
pemilik usaha pupuk dan benih tanaman dengan jaminan akan membayar
ketika hasil pertanian baik jagung atau berupa padi akan dibayarkan
kepada pemilik usaha ketika panen tiba. Ketentuan tersebut juga sudah
menjadi kebiasaan masyarakat agar dapat melangsungkan proses
pertaniannya walaupun dengan keterbatasan modal yang dimiliki. Di

Desa Girik, pemilik usaha pupuk dan benih tanaman dengan inisial Ibu

8Juanda, Figih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’I
(Temanggung: DESA PUSTAKA INDONESIA, 2019), 62.



Minarti memberikan pupuk dan benih tanaman kepada petani atau salah
satu masyarakat Desa Girik sebelum pengelolaan berlangsung dengan
perjanjian akan mengembalikan sesuai dengan harga yang ditentukan
oleh pemilik usaha tersebut dengan adanya penambahan harga tertentu
dan penambahan bunga di setiap bulannya. Lain daripada itu, pemilik
usaha juga memberikan pinjaman berupa uang. Pada hutang uang yang
diberikan kepada petani, missal berhutang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga
juta rupiah) pada bulan November kemudian petani memanen jagung
pada bulan April maka petani sudah harus mengembalikan uang
hutangan tersebut sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu
rupiah) yang akan dipotong dari hasil panen. Selain penjual pupuk dan
benih tanaman, Ibu Mayang juga merupakan penjual jagung kepada
pabrik dari hasil jagung yang dibeli dari para petani di desa Girik
Kabupaten Lamongan. Jika tidak sanggup membayar penuh hutang
tersebut, maka petani akan diberi waktu untuk membayar di waktu panen
berikutnya dengan menambahkan jumlah uang tersebut. Dalam hal utang
barang, konsumen berhutang 2 (dua) pupuk dan 2 (dua) bungkus benih
jagung yang akan ditanam. Harga pupuk tanaman perkarungnya seharga
Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.225.000,-
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga yang sudah terhitung
dalan hutang. Sedangkan, harga benih jagung perbungkusnya seharga

Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Sesuai dengan ketentuan



sebelumnya bahwa pembayaran hutang dilakukan pada saat panen tiba.
Akan tetapi, ketika terjadi kegagalan panen, petani tidak dapat menjamin
hutang akan dibayar lunas sehingga petani meminta perpanjangan atau
keringan kepada pemilik usaha pupuk dan benih tanaman untuk memberi
waktu lagi. Pemilik usaha menentukan bahwa pada saat panen berikutnya
petani boleh membayar hutang.

Kebanyakan dari masyarakat desa menginginkan garapan sawah
atau kebun mereka berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi,
berdasarkan kebutuhan ekonomi yang sekedar cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, para petani bertekad meminjam pupuk dan benih
tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen. Secara umum,
pengembalian jumlah yang dihutang nilainya sama, dengan melalui
proses akad dari awal peminjaman agar tidak dikhawatirkan adanya
keterikatan dengan pihak lain. Apabila orang yang berhutang
mengembalikan jumlah dengan nilai lebih dari jumlah di awal perjanjian
atas kemauannya sendiri maka hal tersebut diperbolehkan dan halal.
Namun, jika penambahan jumlah atas dasar kemauan pemberi hutang,
maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan riba
yang artinya tambahan atau sesuatu yang tidak dibenarkan menurut

syariat Islam dan tambahan yang diberikan pun menjadi tidak halal.



Mengenai larangan riba, terdapat dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat

39:°
.o 0w ,:v_i Lea L, Lo 12202 N L?J\ Heof & jc2o G o4 ,:::; Gs
595) Cyp pidl Loy b e 13555 D6 WL JISA) 33 15550 G5 0 4251 g
Jo ”\ 24 % "t ‘L‘ ° ‘;‘a.’.
PY-L O~ ',Av‘j Al 49 VJn..LgJ.:

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta
manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan
untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang
melipatgandakan (pahalanya).” dan Qur’an surah Ali Imran ayat
130, sebagai berikut:*

Piig i 5 28x b $Epedies e @aBieser v o it syl s
'_)}; /l,;. r\l,J 20! \}u\}..w* Llasl ‘}.3;“ \}L(L' N ‘}-«»\ ;,.g-;\.“ (1)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
janganlahkamumemakanribadenganberlipatganda, dan
bertakwalahkamukepada Allah

supayakamumendapatkeberuntungan.”

Pengetahuan masyarakat yang tergolong minim atau rendah
mengenai riba, dapat terlihat pada praktik ekonomi yang dilakukan
masyarakat desa. Perbuatan riba tersebut dilarang Islam karena akan
memicu terjadinya kerenggangan antar umat dalam proses transaksi atau
dalam hubungan lainnya. Dalam praktik utang piutang, terdapat 2 (dua)
jenis riba, yaitu riba gardh dan riba jahiliyah. Riba gardmerupakan suatu
keuntungan yang didapat dari sesuatu yang disyaratkan kepada orang
yang berhutang (mugtaridh). Sedangkan ribajahiliyyahmerupakan riba

yang terjadi apabila seseorang tidak sanggup melunasi hutang sesuai

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya
Pustaka, 2017),408.

19Juanda, Figih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’l,..., 54.



dengan waktu yang ditentukan, lalu utang tersebut dibayar melebih utang
pokok yang ditentukan diawal perjanjian. Pada praktik jual beli juga
terdapat 2 (dua) jenis riba. Pertama, riba fadhl yaitu riba yang dilakukan
dengan pertukaran barang-barang yang mengandung riba (ribawi).
Kedua, riba nasi’ah, yaitu tambahan atas jumlah hutang yang ditentukan

karena merupakan akibat dari penundaan pembayaran utang.™*

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis terdorong untuk
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktik
Hutang Pupuk dan Benih Tanaman dengan Jaminan Dibayar
Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasimasalah merupakan penngenalan sebuah masalah yang
terdapat pada latar belakang. Berdasarkan latar belakang yang telah
dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat diidentifikasi masalah
sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya praktik hutang piutang pupuk dan benih
tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan.
2. Praktik hutang piutang yang dibayar dengan tambahan tertentu/ bunga

(riba) yang telah diperjanjikan oleh pihak mugrid pada saat akad.

Hlrawati dan Akramunnas, “Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang
Piutang di Kecamatan AnreapiPolewari Mandar”, Volume 5 Nomor 2, 2018, 113.



3. Transaksi hutang piutang yang dianggap tidak memenuhi asas-asas
akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

4. Penjaminan pembayaran hutang pada saat setelah panen dengan hasil
panen tersebut.

5. Analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman dengan
jaminan dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah
Agar lebih fokus terhadap masalah yang diteliti, maka diperlukan
batasan masalah. Batasan masalah pada penulisan ini adalah, sebagai
berikut :

1. Praktikhutangpiutangpupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah
panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

2. Analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman dibayar
setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan serangkaian pertanyaan yang
menjadi dasar bagi penulis untuk menentukan berbagai desain dan

strategi dalam penulisannya.'’Berdasarkan latar belakang dan batasan

12prof. Dr. Masruhan, M.Ag, Metodelogi Penelitian Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Surabaya Press, 2014), 48.



masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan beberapa

masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang pupuk dan benih tanaman yang dibayar
setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman
dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan?

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian yang sudah
pernah dilakukan mengenai seputar masalah yang diteliti oleh penulis,
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak adanya
pengulangan dari kajian yang telah ada. Berikut ini adalah hasil penulisan
terdahulu yang hampir samapembahasannya dengan masalah yang akan
diteliti.Berikut ada beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang hampir
sama dengan masalah yang akan penulis teliti.

1. Skripsi dengan judul “Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Panen
Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus
Di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener
Meriah) ’yang ditulis oleh Sarah Yuliana, mahasiswi fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh pada tahun 2019. Skripsi tersebut berisi tentang praktik hutang

piutang yang menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang



memberatkan salah satu pihak atau kurang sesuai dengan Hukum
Islam. Dianggap memberatkan salah satu pihak dikarenakan adanya
akad yang tidak sesuai dimana akad yang dilakukan masih kurang
sempurna dan bersifat belum jelas. Petani yang berhutang menjamin
melunasi hutangnya dengan jaminan setelah panen kopi. Sedangkan,
buah kopi yang digunakan sebagai jaminan bersifat belum jelas,
artinya buah kopi tersebut belum tentu berbuah. Sekalipun berbuah,
buah kopi juga masih dikatakan belum jelas karena belum dipastikan
hasil dari buah kopi tersebut banyak atau sedikit, sehingga mampu
atau tidak jika digunakan sebagai jaminan hutang. Dari permasalahan
tersebut, mengakibatkan petani mengalami penundaan  dalam
pelunasan hutang jika kopi yang dijaminkan tidak berbuah baik dan
banyak. Selain karena belum jelas hasil dari panen kopi tersebut,
terkadang petani juga menunda pembayaran hutang kepada agen kopi
pada saat panen walaupun petani sudah berjanji akam melunasinya
setelah panen kopi tiba. Akibatnya, akan nada perselisihan atau
persengketaan antara agen kopi dan petani kopi. Penundaan
pembayaran hutang pada saat panen Kkopi diakibatkan belum
terpenuhinya kebutuhan rumah tangga petani.

. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang
Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru

Kecamatan SookoKabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Diana



Risma Ulin Nur Khasanah, mahasiswi fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020. Skripsi tersebut berisi
tentang praktik utang piutang bersyarat yang dilakukan tengkulak
dengan petani jagung dimana pihak tengkulak memberi hutang kepada
petani dengan syarat pembayaran utang dilakukan saat petani
memanen jagungnya, tetapi pada penjualan jagung harga yang
ditentukan hanya dari sepihak atau hanya dari pihak tengkulak saja.
Petani jagung merasa keberatan dengan harga jagung yang ditentukan
merupakan tergolong murah daripada harga jagung pada umumnya.
Selain itu, petani tidak memiliki hak untuk melakukan tawar menawar
atas harga yang ditentukan sehingga adanya keterpaksaan karena suatu
harga yang ditetapkan dianggap tidak adil.

. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar
Dengan Padi Ditunjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Kecamatan Bumi Nabung
Kabupaten Lampung Tengah)” yang ditulis oleh Riyanto, mahasiswa
fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada
tahun 2019. Skripsi tersebut berisi tentang pelaksanaan hutang piutang
pada pupuk tanaman dibayar padi, hal tersebut dilakukan setelah
panen berlangsung. Praktik hutang piutang dilaksanakan oleh pemilik
modal atau pemilik toko pupuk tersebut dengan petani setempat.

Pembayaran hutang dilakukan dengan kriteria padi kering kepada



pemilik toko pupuk yang tidak menginginkan pembayaran hutang
dengan padi basah karena penjualannya dengan harga rendah sehingga
tidak ingin merugi. Hal tersebut memberikan kerugian kepada petani
yang ingin memperoleh pupuk untuk meneruskan menggarap sawah
atau tanamannya. Dalam praktiknya, pemilik toko pupuk meminta
petani untuk mengembalikan jumlah padi sama beratnya dengan
jumlah pupuk yang dipinjam, sehingga terjadi pengambilan untuk
sebanyak-banyaknya oleh pemilik toko pupuk.*®

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Praktik
Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada
Masyarakat Nelayan Di AlasdowoDukuhseti Pati)” yang ditulis oleh
Vreda Enes, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri WalisongoSemarang pada tahun 2017. Skripsi tersebut berisi
tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh nelayan kepada
pengepul yang merupakan tetangga dari nelayan tersebut. Dalam
praktiknya, terdapat sistem utang piutang bersyarat, maksudnya para
nelayan yang ingin berhutang kepada pengepul maka harus menjual
hasil dari berlayarnya seperti rajungan tersebut kepada pengepul
sehingga si pengepul mendapatkan nasabah yang banyak. Hal tersebut

dianggap menyimpang dan merugikan nelayan karena pihak pengepul

13 Riyanto, “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditunjau Dari
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Kecamatan Bumi
Nabung Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro, 2019)



membeli rajungan dengan harga yang lebih murah daripada harga
yang diberikan kepada nelayan yang tidak memiliki hutang.

5. Skripsi dengan judul “Sistem Utang Piutang Dalam Pernikahan
Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum
Ekonomi Islam)” yang ditulis oleh Suriyani, mahasiswi fakultas
Syariah dan Illmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare pada tahun 2020. Skripsi tersebut berisi tentang praktik
hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat pada saat hajatan
pernikahan. Hal tersebut dilakukan oleh orang yang akan
melangsungkan hajatan pernikahan dengan sanak keluarga atau
tetangga terdekat mereka dengan melakukan hutang bahan-bahan
pokok yang dibutuhkan saat akan melangsungkan pernikahan. Dalam
proses hutangnya, masyarakat kanang melakukan perjanjian antara
dua belah pihak terlebih dahulu dengan kesepakatan bahwa akan
melunasi semua hutang tersebut setelah acara pernikahan selesai. Jika
orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka
mugrid memberikan kesempatan kepada mugtarid jangka waktu
minimal 1 (satu) minggu.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dan
penelitian terdahulu. Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah pada pembayaran hutang dengan jaminan setelah panen,

sedangkan perbedaan penelitian dari hasil penelitian ini adalah pada



peneliti yang meninjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dimana terdapat beberapa pasal di dalamnya yang tidak sesuai dengan

praktiknya di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dimaksudkan agar memberikan secara jelas
jawaban dari permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penulisan ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktik hutang dibayar setelah panen di
Desa Girik Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) tentang hutang pupuk dan benih tanaman
yang dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

. Kegunaan Hasil Penulisan

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai lebih  guna
memberikan kemanfaatan dari proposal skripsi ini bagi para pihak yaitu
sebagai berikut :

1. Segi Teoritis, bahwa penelitian ini diharapkan mampu menambah dan
memperluaswawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Hukum
Ekonomi Syariah.

2. Segi Praktis, bahwa penelitian ini diharapkan mampu memperluasan
wawasan dan menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai praktik

hutang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen.



H. Definisi Operasional
Definisi operasional yaitu untuk memuat tentang pengertian yang
bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian.
Adapun judul penelitian skripsi yaitu “Analisis Hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik hutang
pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di

>

Desa Girik Kabupaten Lamongan” maka penulis menguraikan tentang

pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam selaku sistem hukum yang bersumber dari Din al

Islam sebagai suatu disiplin ilmu, hukum Islam mampu membabarkan
istilah-istilahnya. Istilah hukum Islam yaitu merupakan terjemahan
dari al-fighal-Islamy atau dalam kerangka tertentu al-syariah al-
Islamy yang dalam arti hukum kalangan Barat yaitu Islamic Law.'
Hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam hal agidah dan
amaliyah kepada ummat-Nya yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis,
dan ijtihad para ulama yang berkaitan dengangard(hutang piutang).

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 21

14Abd. Somad, Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta: KENCANA, 2017), 22-23.



(e)saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenubhi
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan
merugikan salah satu pihak.
(ftaswiyyah/ Kkesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki
kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang
seimbang.
(m) al-kitabah (tertulis).
Pasal 609

Nasabah daapat memberikan tambahan/ sumbangan dengan sukarela
kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
. Utang-piutang

Utang-piutang dalam figh Islam dikenal dengan istilah Al-
Qard Secara etimologi (bahasa), istilah Al-Qard yaitu memotong.
Maksudnya adalah harta yang diserahkan kepada orang yang
berhutang merupakan potongan harta dari orang yang memberikan
pinjaman/ hutang. Penghutang memberikan hutang beberapa pupuk
dan benih tanaman kepada petani dengan jaminan membayar setelah
panen. Jika tidak sanggup melunasi hutangnya maka diberi waktu
untuk membayar pada saat panen berikutnya dan juga diberi tambahan
beberapa persen disetiap bulannya untuk pembayaran hutang dari

petani kepada pemberi hutang atau penjual pupuk dan benih tersebut.



Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan oleh

penulis untuk mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk

membuat dan menguji teori.”

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan penelitian lapangan
(fieldresearn)Metode penelitian lapangan ini  merupakan metode
kualitatif. Penelitian terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau
penemuan Yyang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, dan
menarik kesimpulan dari proses tersebut.

. Objek Penelitian
Dalam hal objek penelitian, penulis melakukan pengamatan

tentang praktik hutang pupuk dan benih tanaman dibayar setelah

panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.
3. Data yang dikumpulkan
a. Data Primer
1) Data tentang praktik hutang pupuk dan benih tanaman yang
dilakukan warga Desa Girik dan pemilik usaha.
2) Data tentang praktik hutang pupuk dan benih tanaman dari

wawancara bersama petani di Desa Girik.

5 Andi Prastowo, Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan
(Jogjakarta: Ar-Ru Media, 2014), 183.



b. Data Sekunder
Data sekunder mengenai pandangan hukum Islam dan
Kompiasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang pupuk
dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten
Lamongan.
4. Sumber Data
Agar memperoleh data yang benar dari permasalahan yang
akan diteliti, pada penelitian ini penulis berpijak pada 2 (dua) sumber
dara, diantaranya yaitu:
a. Sumber Primer
Sumber data primer merupakan perolehan data secara
langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan instrument-
instrumen yang sudah ditetapkan. Pengumpulan dari primer oleh
peneliti guna untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian.
Sumber data primer dianggap akurat karena hasil yang diperoleh
dari data ini secara terperinci. Di dalam penelitian ini, peneliti
melakukan wawancara bersama pemilik usaha pupuk dan benih
tanaman di Desa Girik dengan konsumen atau orang Yyang
melakukan hutang pupuk dan benih tanaman di Desa Girik
Kabupaten Lamongan.

b. Sumber Sekunder



Sumber data sekunder merupakan data berupa bukti, laporan
atau catatan yang terkumpul dalam bentuk dokumenter. Data
sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung
oleh peneliti. Data yang dijadikan acuan oleh penulis adalah buku
diantaranya sebagai berikut :

1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid.

3) Juanda, Figih Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah
secara Syar’l.

4) Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam
Hukum Indonesia.

5) Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian
Pendidikan Bahasa

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalian data yang sangat
memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam
dan sebanyak-banyaknya secara lengkap.’® Dalam berwawancara
memerlukan teknik, dimana teknik tersebut didapaatkan dengan
penggalian data melalui percakapan antara dua orang atau lebih.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara tanya

6Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa
(Solo: Cakra Books, 2014), 124-125.



jawab dengan pemilik usaha pupuk dan benih tanaman. Wawancara
dilakukan guna untuk mengumpulkan data tentang praktik hutang
pupuk dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik
Kabupaten Lamongan.
b.  Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan pengumpulan  data  berupa
gambaran umum suatu subjek yang akan diteliti untuk
mendapatkan catatan yang berhubungan dengan penelitian.’
Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan beberapa daa
sebagai sumber atau bukti kebeneran. Data-data yang dikumpulkan
yaitu dari hasil wawancara dengan pemilik usaha/ orang yang
memeberi hutang.
6. Teknik Pengolahan Data
Setelah data-data terkumpul dengan pengolahan data, maka
data diolah melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
a. Editing, merupakan kegiatan pengoreksian data yang diperoleh
terutama dalam kejelasan makna, kesesuaian dan kelengkapan

data.'®

7Chafid Sahidin, Hak Waris Ayah dalam Pasal 177 KHI (Studi Analisis Pendapat Para
Hakim di Pengandilan Agama Kendal (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 45.
18Nur Aedi, Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian(Universitas Pendidikan

Indonesia, 2010), 10.



b. Organizing, = merupakan  suatu  proses penentuan dan
pengelompokkan serta penyajian fakta dari data-data yang
diperoleh agar mudah untuk dipahami.

c. Analisis, merupakan proses lanjutan dari pada editing dan
organizing data yang diperoleh dari data-data yang terkumpul dan
membuat kesimpulan mengenai analisis hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik
hutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah

panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemodelaan, traformasi dan
pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang
bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, serta mendukung
pembuatan keputusan.®® Teknik analisis data merupakan langkah yang
paling menentukan dari pada suatu penelitian, karena pada teknik
analisis data berguna untuk meringkaskan hasil dari penelitian
tersebut.”’ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis
data kualitatif, merupakan pengumpulan data yang menjelaskan
kejadian yang terjadi dimana penulis menjadikannya sebagai alat

utama dalam melakukan penelitian.

Restu Kartika Widi, Asas Metodelogi Penulisan (Yogyakarta: Graha llmu, 2010), 253.
20A, Astohar, Efektivitas Strategi Pembelajaran Think Talk Write (TT) Terdahap Hasil
Belajar Biologi pada Materi Pokok Virus Kelas X MA Sunniyah Selo Grobogan(Semarang:

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), 38.



Analisis menggunakan teknik data kualitatif pada umumnya
meliputi suatu proses dalam menganalisa, menjelaskan kejadian yang
sebenarnya, dan selanjutnya menerangkan data dan beberapa
informasi yang telah didapat oleh penulis dengan menggunakan
bahasa yang mudah dipahami dan dideskripsikan dalam bentuk
penjelasan dan penjabaran.

Analisis data deskriptif memberikan keterangan umum
mengenai praktik utang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan
dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan dengan
dianalisis bagaimana hukum melakukan praktik utang pupuk dan
benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen yang dilakukan
di Desa Girik KabupetanLamongan. Analisis yang dilakukan juga
berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam
yang berlaku sekarang.

J. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang
diteliti, maka penulis membagi menjadi lima bab. Dimana antara bab satu
dan bab lainnya saling berkaitan. Berikut akan diuraikan secara
sistematika pembahasan dalam skripsi ini.
Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode



penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, objek penelitian, data yang
dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan
data, teknik analisis data, dan sistematika pembaahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, bab ini meliputi subab-bab
bahasan yaitu: sub bab pertama adalah pembahasan mengenai praktik
hutang piutang (gard) dalam hukum Islam vyang isinya meliputi
pengertian hutang piutang (gard), rukun dan syarat gard, prinsip utang
piutang dalam Islam, jenis-jenis gard, berakhirnya akad gard, riba, dan
gard menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang
praktik hutang piutang pupuk dan benih tanaman di Desa Girik
Kabupaten Lamongan. Dalam bab ini meliputi tiga sub bab bahasan,
yaitu: gambaran umum tentang usaha pupuk dan benih tanaman di Desa
Girik Kabupaten Lamongan meliputi kondisi geografis dan keadaan
demografis. Sub bab kedua membahas mengenai profil pemilik usaha
pupuk dan benih tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan. Sub bab
ketiga membahas tentang praktik hutang piutang (gard) pupuk dan benih
tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian yang
terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab,
yaitu: sub bab pertama membahas analisis hukum Islam terhadap hutang

pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di Desa



Girik Kabupaten Lamongan. Sub bab kedua membahas tentang analisis
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap hutang piutang
pupuk dan benih tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi
pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai kesimpulan atau jawaban

dari rumusan masalah dan saran.



BAB Il
LANDASAN TEORIHUTANG PIUTANG (QARD) DALAM HUKUM

ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

A. Pengertian Hutang Piutang (gard)

Secara etimologis, hutang piutang (Qard) merupakan bentuk
masdar dari kata qaradhaasy-syat’abil-migradh, yang artinya memotong.
Kata tersebut merupakan sinonim dari kata gafa’ayang artinya
memotong.

Qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan, dapat
dikatakan garadhaasy-syaiabil-migradh, atau memutus sesuatu dengan
gunting. Artinya, gard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk
dibayar.

Menurut terminologi muamalah, gard merupakan hasil pinjaman
yang dikembalikan kepada seseorang yang memberi hutang dengan nilai
yang sama sebagai gantinya. Secara prosesnya, gardh merupakan
pemberian hutang kepada orang lain dari orang yang memberikan
pinjaman yang digunakan untuk berbagai kepentingan yang dianggap
tidak bisa ditunda-tunda lagi.*

Qardmerupakan peminjaman harta yang diberikan kepada

peminjam oleh pemilik harta dengan melakukan ijab dan gabul, dengan

!MahmudatusSa’diyah, Figih Muamalah Il (Teori dan Praktik)(Jepara: UNISNU PRESS,
2019), 93.
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syarat bahwa peminjam mengembalikan harta yang dipinjam dari pemilik
harta dengan waktu yang telah disepakati bersama tanpa menambah
nominal atau menambah maanfaat tertentu.’

Wabbahal-Zuhaili mendefinisikan  secara  bahasa  sebagai
potongan, maksudnya adalah adanya peminjaman harta kepada orang
yang membutuhkan. Maksud daari harta tersebut adalah harta dari
seseorang yang meminjamkan. Beberapa ulama lain juga berpendapat
bahwa gardh adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan kepada
seseorang yang meminjam oleh pemilik harta dengan maksud memberi
keringanan atau membantu orang yang meminjam untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.® Ulama Hanafiyah mendefinisikan hutang piutang
adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih
kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk
memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk
dikembalikan yang sepadan dengan itu.* Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, utang piutang merupakan uang yang dipinjami dari orang lain
dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang mempunyai

arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).>

2Mohamed Osman El-Khosht, Figh Wanita; Dari Klasik sampai Modern (Solo: PT. Tiga
Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), 257.

$lmam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (PT: Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016),
168.

4Mega Septriyani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah
Panen” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 27.

SDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1998), 689.



Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20,

“Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga
keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam
jangka waktu tertentu”.®

Beberapa pengertian hutang piutang (gardh) menurut Ulama Figh,
diantaranya adalah:

1. Menurut madzhab Hanafi, gard berarti sesuatu yang diberikan
seseorang dari harta mitsli untuk memenuhi kebutuhannya. Qardjuga
berarti akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang
lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

2. Menurut madzhab Maliki, gard adalah “jika seseorang menyerahkan
kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata
untuk  mengutamakan kepentingan, maksudnya adalah tidak
diperbolehkan untuk memberi pinjaman yang tidak halal dengan
ketentuan untuk mendapatkan keuntungan yang lain”.

3. Menurut madzhab Hanbali, gard merupakan proses penyerahan harta
kepada seseorang yang membutuhkan dan mengembalikan gantinya.

4. Menurut madzhabSyafi’l, gardmerupakan perjanjian dalam akad yang
dilakukan oleh pemiutng untuk memberikan sebagian harta kepada

peminjam dengan berjanji akan mengembalikan harta semula.

SPPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., 19.



Dari penjelasan menurut 4 (empat) madzhabdiatas, gard adalah
pemindahan suatu harta milik pemberi hutang kepada penghutang dengan
perjanjian baha hutang akan dibayar sesuai dengan jummlah yang
diterima dan tidak mengambil keuntungan daripada itu.

Akad gard merupakan akad tabarru’, yang mana akad tabarru’
merupakan akad yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong
kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam akad gard, akad muamalah
yang bersifat tabarru’ ini diaplikasikan dengan memberi pinjaman
kepada yang sedang membutuhkan.

B. Landasan Hukum Hutang Piutang (Qard)
1. Alqur’an
Q.S. Al-Muzammil ayat 20 :’
A
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Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu
berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua
malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-
orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan
siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat
menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi

"Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya
Pustaka, 2017), 575.



keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu)
dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa aka nada di antara kamu orang-
orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain bagi
berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dan
Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan
apa saja yang kaamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya dan mohonlah ampunan kepada Allah;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 11:®

G anall Ves U bl 0 48 ()l 15 55
Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman
yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda
untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”
Firman Allah dalam surah At-Taghaabun ayat 17:°
bis 5385 g 350 sakgg 280 Al Ves 35 N 1 3

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman
yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan
mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.”

Inti dari ayat diatas adalah memberi pinjaman yang baik
kepada Allah (pinjaman) L= 3% | Gua (yang baik). Maksudnya adalah
untuk mendorong agar manusia gemar bersedekah, Allah menetapkan

bahwa barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman

8Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya
Pustaka, 2017), 538.
°Ibid.,557.



yang baik, berupa kebajikan atau sedekah kepada orang lain, maka
Allah akan mengembalikannya dengan jumlah yang berlipat ganda
untuknya. Meminjamkankepada Allah pinjaman yang
baikartinyamengeluarkansedekahdenganhatiyang ikhlas. Allah
melipatgandakanpembalasannyasesuaidenganamal yang diperbuatnya,
sehinggamulaidarisepuluh  kali  lipathinggaseratus  kali lipat,
ataubahkanbisalebihdariitu.™

2. Hadits
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Artinya: “Dari Abu HurairahRadhiyallahuanhu, Nabi Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu
kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan
darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan
(urusan) orang Yyang kesulitan (dalam masalah hutang), maka
AllahAzzawalalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan
akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah
akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa
menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong
saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka
Alldhakanmudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu
kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca
Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan
ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka,
Malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di

10 |_earn Qur’an Tafsir, https:/tafsir-learn-quran.co/id/surat-64-attaghabun/ayat-17.
Diakses pada 19 Desember 2021 pukul 16.00 WIB.




tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang
diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red),
maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.”
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Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata “Nabi mempunyai hutang
kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang
itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan
kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya,
akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih umur dari
untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”. Dia pun
menjawab, Engkau telah menunaikannya denga lebih. Semoga Allah
membalas dengan setimpal”. Maka Nabi bersabda, “Sebaik-baik

kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”.
(HR. Bukhari)
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Artinya: “Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda:
“saat malam isra mi’raj aku melihat pintu surge tertulis ‘sedekah
dilipatgandakan sepuluh kali, dan gardh (pinjaman) dilipatgandakan
delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril ‘wahai Jibril kenapa
gardh lebih utama daripada sedekah?’ Jibril menjawab ‘karena
didalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan
orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada
kebutuhan.”

. Kaidah Figih

Dasar qard dalam kaidah fikih muamalah, diantaranya adalah :

J95 3 dspyis A AL 3 i g Y



“Hukum asal dalam semua perjanjian dan muamalah adalah
sah/boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan kebathilan

’

dan mengharamkannya.’

Ly gilidp il

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama
dengan riba. "

Dari pemaparan diatas, pihak yang meminjami mendapatkan
pahala sunnah. Seseorang yang meminjamkan hartanya untuk orang
lain saat dalam keperluan yang mendasak maka suatu ganjaran yang
baik bagi orang yang meminjaminya. Transaksi utang piutang sudah
jelas diperbolehkan asalkan dengan maksud tolong monolong
terhadap sesama yang membutuhkan, dan merupakan suatu perbuatan
yang dilarang/ diharamkan bagi agama Islam jika menarik manfaat
daripada pembayaran hutang tersebut.

4. Ijma’

Beberapa ulama berpendapat bahwa gard boleh dilakukan
dengan dasar karena tabiatnya manusia tidak bisa hidup seorang diri
tanpa bantuan dari keluarga atau orang lain untuk memenubhi

kehidupannya. Sehingga gard dianggap kegiatan yang sudah bisa dan

1A, Dzajuli, Kaidah-kaidah Figh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah
yang Praktis) (Jakarta: Kencana, 2017), 138.



sudah menjadi kebiasaan manusia di dunia ini asal dilakukan sesuai
dengan syariat Islam.*?
C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (Qard)
1. Rukun Qardh
Adapun beberapa rukun dari akad Qardh,diantaranya adalah:
a. Peminjam (mugqtaridh)

Dalam pelaksanaan hutang piutang, maka diperlukan
peminjam yang akan menggunakan harta tersebut  untuk
keperluannya yang didapatkan dari mugrid/ pemberi pinjaman.
Mugtaridh berhak menerima barang/ harta yang dipinjam dari
mugridh dan dapat menggunakannya sesuai dengan jenis dan sifat
barang  tersebut.  Mugtaridberkewajiban  membayar  atau
mengembalikan barang/ harta yang dipinjamnya dari mugrid
sebelum batas waktu yang ditentukan.

b. Pemberi pinjaman (mugrid)

Hutang piutang akan terlaksana jika ada pemberi pinjaman
sebagian dari harta mereka kepada peminjam.Seorangmugridh
tidak dapat meminta kembali atas apa yang telah dipinjamkan,
sampai pada batas waktu yang ditentukan. Hak daripada mugridh
yaitu mendapatkan jumlah yang sepadan/ sama dengan jumlah

harta yang telah dipinjamkan kepada mugtarid.

2F Yusof,“Hutang Piutang” (Skripsi—IAIN Tulungagung, 2018), 133.



c. Jumlah dana (Qard)

Dalam pelaksanaan hutang piutang, jumlah dana yang akan
dipinjamkan harus benar-benar jelas dan sesuai dengan jumlah
dana yang akan dikembalikan oleh si peminjam (mugtarid).

d. ljab gabul (shigat)

Shigat merupakan bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh
dua belah pihak yang sedang berakad dengan tujuan sebagai syarat
pada keridhoannya dalam perjanjian atas penyerahan harta yang
dipinjamkan dan perjanjian atas kembalinya harta tersebut kepada
pemiliknya lagi. Ucapan shigat harus dilakukan secara jelas dan
mampu dipahami antara dua belah pihak sehingga tidak
menimbulkan kesalahpahaman.

2. Syarat-syarat Qard
Beberapa terdapat syarat-syarat dari hutang piutang (gard), yaitu:
a. Aqil (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang melakukan akad disebut dengan Agqil, posisi
Aqil dalam akad sangat diperlukan karena tidak mungkin dalam
akad tidak terdapat Agil yang melaksanakan akad.'*Dalam buku
Wahbahaz-Zuhaili yang telah mengutip dari pendapat Imam Syafi’l
bahwasanya terdapat 4 (empat) orang yang dianggap tidak sah

dalam akadnya, yaitu:

3akhmadFarroh Hasan, Figh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan
Praktik)(Malang: UIN Maliki Ibrahim Press, 2018), 64.



1) Anak kecil (baik yang sudah mumayyiz ataupun yang belum
mumayyiz),

2) Orang gila (tidak berakal),

3) Hamba sahaya, walaupun mukallaf,

4) Orang buta.

. Objek Utang

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek utang

piutang, sebagai berikut:

1) Benda bernilai

2) Dapat dimiliki

3) Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang
4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

Beberapa barang yang telah dicantumkan di atas
disyaratkan pada barang tersebut yang memiliki nilai ekonomis dan
ciri-cirinya telah diketahui dengan jelas.

. Shigat (ljab dan Qabul)

Secara etimologis, akad memiliki makna menyimpulkan,
mengikat yang artinya akad merupakan perikatan yang dilakukan
oleh kedua belah pihak dengan ijab dan gabul yang menerangkan
adanya kerelaan antara kedua belah pihak tersebut.

Ulama Syafi’iyah menerangkan bahwasanya penghutang

yaitu orang yang termasuk memiliki ahliyahal-



mu’amalah(kelayakan melakukan transaksi).’* Sedangkan bagi
pemberi hutang merupakan ahliyah (kecakapan, keahlian). Hutang
tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dipaksa terhadap orang
tanpa alasan yang benar, hal tersebut dapat dianggap tidak sah.
Kemudian bagi wali pun tidak diperbolehkan menghutang dengan
atas namaperwaliannya.
D. Jenis-jenis Qard
Kaitannya dengan pinjam meminjam, akad gard dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Qardhal-Hasan
Qardhal-Hasan, merupakan akad tabarru’ yang didalamnya
mengandung unsur pinjam meminjam Yyang berlandasan tolong
menolong dengan tidak ada kewajiban dari dikembalikannya harta
yang telah dipinjaminya. Akad ini umumnya berlangsung dalam
kegiatan perbankan syariah dengan prinsip tolong menolong.
2. Al-Qard
Al-Qard, merupakan peminjaman suatu barang kepada orang
lain dengan kewajiban penuh untuk mengembalikannya kepada orang
yang meminjamkan.

E. Prinsip Utang Piutang dalam Islam

14 Mahpujah Khairiyah, “Persepsi Pedagang Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal
Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)”,
(Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 40.



Hutang merupakan suatu yang wajib untuk dibayarkan sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini merupakan wujud dari
sunnah Rasulullah dalam bertransaksi utang piutang yang mana
merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam asal mampu
memenuhi beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya adalah :
1. Manusia yang berhutang harus memahami bahwasanya hutang

merupakan bukan jalan satu-satunya dalam memenuhi kebutuhan
hidup. Artinya, manusia diharapkan untuk bekerja keras demi
memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Apabila terpaksa berhutang, maka tidak dianjurkan untuk berhutang
yang tidak sesuai dengan kemampuan. Akibatnya, akan mudah
dikendalikan orang lain dengan terlilit hutang.

3. Kemampuan berhutang harus sesuai dengan pendapatan yang
diperoleh dari penghutang, sehingga mampu memiliki konsekuensi
yang baik pada saat pembayaran hutang dilakukan.*

F. Berakhirnya Akad Qardh

Berakhirnya akad gardh (hutang piutang) dikarenakan sudah
terlaksanakannya tujuan akad dilaksanakan dan berakhir diakibatkan
karena adanyafasakh.Akad yang dilakukan dalam hutang piutang yaitu
terlaksananya hingga waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Ketika

seseorang sudah mampu memenubhi syarat yang telah dibuat bersama,

5 Abdul Aziz Ramdansyah, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Syariah” (Vol. 4 No. 1,
2016), 133.



maka perjanjian hutang piutang dikatakan telah berakhir.Sedangkan akad

gardh berakhir dengan adanya fasakh, maka disebabkan oleh beberapa

hal diantaranya adalah :

1. Berakhirnya akad yang disebabkan karena fasakh dengan sebab akad
fasid(rusak), hal tersebut terjadi karena objeknya yang tidak jelas
maka transaksi tersebut boleh di fasakhkan kepada orang lain atau
hakim yang bersangkutan kecuali barang yang telah diberi merupakan
barang yang dihibahkan.

2. Berakhirnya akad disebabkan karena khiyar, maksudnya adalah boleh
memfasakhkan akad jika seseorang tersebut mempunyai hak khiyar.
Hak khiyar merupakan hak seseorang dalam menentukan dan
membatalkan suatu akad jual beli. Akan tetapi, menurut Ulama
Hanafiyah seseorang tidak diperbolehkan memfasakhkanakadnya
kecuali dengan keputusan hakim. Jumhurfugaha kecuali Malikiyyah
berpendapat bahwasanya gardh tidak boleh dalam keadaan khiyar atau
ajal, hal tersebut dikarenakan untuk menghindarkan diri dari riba
nasi’ah.Namun demikian, Imam Maliki membolehkan adanya
penangguhan dalam gardh tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah
SAW.:

“Umat Islam itu didasarkan pada persyaratan yang sudah

dibuatnya. "Maksudnya adalah kedua belah pihak yang melakukan



akad memiliki hak untuk melakukan pembatalan dan penyesalan
dengan apa yang telah dilakukannya.

3. Berakhirnya akad dengan fasakh yang disebabkan dengan igalah
(menarik kembali), maksudnya adalah seseorang boleh menarik
kembali akad yang telah diperbuat dengan alasan karena merasa
menyesal dikemudian hari, namun tetap atas dasar persetujuan/
keridhoan kedua belah pihak yang telah berakad.*

4. Berakhirnya akad karena sebab jatuh tempo (habisnya waktu akad),
maksudnya adalah akad berakhir dengan habisnya waktu akad dalam

menyewa atau sebagainya.

G.Riba

Kata “riba” memiliki arti al-ziyadah atau artinya adalah
tambahan. Menurut istilah, kata tambahan yang dimaksudkan adalah
disaat dari seseorang yang meminjamkan sebagian dari harta mereka dan
mereka bermaksud untuk memberi tambahan jumlah dalam pelunasan
hutang. Hal ini disebut dengan riba gardi.*’

Riba merupakan penetapan suatu tambahan dalam pelunasan
hutang dengan melebihkan jumlah pinjaman yang telah dibebankan

kepada peminjam. Penambahan jumlah yang diberikan merupakan

Neila HifzhiSiregar, Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Klausul Meninggal
Dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah (Yurisprudentia: Jurnal IImu Hukum Vol.
5 No. 2, IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan llmu Hukum, 2019), 182.

"Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 303.



sesuatu yang bathildimana tidak ada kesesuaian antara hukum Islam dan
penerapannya atau dengan kata lain dapat dikatakan tidak dibenarkan
dalam hukum syara’. Menurut istilah, penambahan pada jumlah yang ada
merupakan sebagai ganti daripada jumlah yang akan dibayarkan
(kompensasi) tidak semua dapat dikatakan riba karena dalam
perdagangan, suatu tambahan tidak selalu dapat dikatakan riba.

Esensi dari pada gard sendiri adalah pertolongan bagi yang
meminjam, bukan dikarenakan mencari keuntungan apalagi memeras
atau memanfaatkan. Akad gardh dilakukan atas dasar menolong sesama,
bukan untuk mencari keuntungan.

Beberapa dibawah ini yang merupakan sebab-sebab dari
terjadinya riba, antara lain:

1. Allah Swt. dan Rasulullah telah mengharamkan riba
Telah dijelaskan dalam Al-qur’an bahwa riba merupakan bunga yang
dalam pandangan ekonomi mikro memiliki dampak yang lebih besar.
Sehingga pemahaman pada riba, ahli agama Islam tidak
melatarbelakangi dampak dari riba itu sendiri yang berpengaruh bagi
masyarakat secara menyeluruh.

Terdapat dalam Q.S. Ali-Imran [3]: ayat 130 :*®

s
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8Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya
Pustaka. 2017), 54.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah
agar kamu beruntung.”

2. Riba dengan mengambil harta orang lain. Contohnya, pertukaran uang
(moneychanger) sebagian uang vyang ditukarkan tidak ada
imbangannya.

3. Riba menyebabkan seseorang enggan untuk mencari/ memperoleh
rejeki yang halal dan dari hasil keringatnya sendiri. Hal tersebut
karena seseorang merasa hidupnya sudah tercukupi dengan
membungakan uangnya.

4. Salah satu dari penyebab riba adalah putusnya tali silaturahim antar
saudara baik sesama muslim ataupun tidak. Sehingga menghilangkan
perasaan saling tolong menolong (ta ‘awun).*

Macam-macam riba dikelompokkan berdasarkan akad, yaitu
dalam utang piutang dan akad jual beli, diantaranya sebagai berikut:

1. Riba Utang Piutang
a. Riba Qard, yaitu riba yang mengambil manfaat dari sesuatu yang

menjadi syarat terhadap orang yang berhutang (mugtaridh).
Menurut Wahbahaz-Zuhaili, seseorang yang mengambil manfaat

dari meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan ketentuan

9Juanda, Figih Muamalah: Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar’I (Temanggung:
Desa Pustaka Indonesia, 2018), 91-92.



bahwa ada tambahan tertentu pada saat mengembalikannya, maka
itu termasuk riba gard.

b. Riba Jahiliyah, yaitu riba yang didapatkan dari pembayaran utang
yang dilebihkan ketika sudah jatuh tempo tetapi mugtaridh tidak
mampu membayar.

2. Riba Jual Beli

a. Riba Fadhl, yaitu riba yang dikarenakan adanya tambahan riba dari
suatu barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, dan perak
dengan perak.

b. Riba Nasi’ah, yaitu riba yang dikarenakan mengambil keuntungan
dengan tambahan pada saat habis jatuh tempo. Semakin lama
seseorang membayar hutangnya, maka semakin banyak tambahan
yang diberikan oleh penghutang kepada orang yang berhutang.

H. Qard menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Pengertian Qard terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 36 yang disebutkan Qard adalah
penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan
pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.?
Pada ketentuan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah

diatur bab dan pasal mengenai Qard. Sebelum itu, juga telah dijelaskan

20pPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., 19.



mengenai akad yang terdapat pada BAB IlIl bagian pertama tentang
rukun dan syarat akad dapat terlaksana. Kemudian bagian kedua
mengenai Kategori hukum akad yang dimana telah diterangkan sah dan
tidaknya suatu akan yang telah dilaksanakan.

Kemudian, untuk akad Qardjuga telah diatur dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XXVII tentang Qardh.
Pengertian Qardh sendiri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) pada BAB | Ketentuan Umum Pasal 20.

BAB XXVII

QARDH
Bagian Pertama
Ketentuan Umum Qardh

Pasal 606
Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada
waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607

Biaya administrasi gardh dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 608
Pemberi pinjaman gardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila
dipandang perlu.

Pasal 609
Nasabah dapat memberikan tambahan/ sumbangan dengan sukarela kepada
pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610
Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/
Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka
pemberi pinjaman dapat:
a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
b. menghapus/ writeoff sebagian atau seluruh kewajibannya.



Bagian Kedua
Sumber Dana Qardh
Pasal 611
Sumber dana al-gardh berasal dari:
a. bagian modal Lembaga Keuangan Syariah;
b. keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan, dan/ atau;
c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya
kepada Lembaga Keuangan Syariah.
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BAB I11
PRAKTIK HUTANG PUPUK DAN BENIH TANAMAN DENGAN
JAMINAN DIBAYAR SETELAH PANEN DI DESA GIRIK KABUPATEN

LAMONGAN

A. Gambaran Umum Tentang Usaha Pupuk dan Benih Tanaman di Desa
Girik, Kabupaten Lamongan
Penulis akan memaparkan profil desa Girik tempat penulis melakukan
penelitian yang berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
1. Sejarah Desa Girik
Kata Girik berasal dari kata Giri yang artinya Pegunungan yang
dulunya masih terdapat pegunungan dan perbukitan yang cukup banyak
karena tergolong dataran tinggi sampai sekarang ini. Para penemu yang
mengembangkan daerah ini diberi nama Desa Girik. Pada zaman Belanda,
gunung Yyang terdapat di Girik dibelah membentuk terowongan untuk
digunakan sebagai sarana perjalanan/ jalan raya antar kota hingga saat ini.

2. Pemerintahan Desa

» Kepala Desa . LilisPurwanti, S.E.
» Kasi Pemerintahan : Sinad Prasetyo

» Kasi Kesejahteraan - Sulastri

» Kaur Tata Usaha dan Umum - Paidi

» Kaur Keuangan : Miftachul Arifin
» Kepala Dusun Girik : Basuki
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> Kepala Dusun Gronggong : Warno

» Kepala Dusun Gandang : Parianto
> Kepala Dusun Kayen : Matali
» Kepala Dusun Cerme . Karni
» Kepala Dusun Tuwung : Subali

Keadaan Geografis
Desa Girik, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan

Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Merupakan desa yang berada pada dataran tinggi dengan luas 8.448.000
(delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) ha. Desa Girik sangat
cocok untuk pertanian jenis tanaman jagung, padi dan tebu. Selain itu, desa
Girik berlokasi dipinggir jalan raya provinsi, yang menghubungkan antar
kota. Desa Girik terbagi atas 8 (delapan) dusun dengan 20 (dua puluh) RT
dan 7 (tujuh) RW. Desa Girik dibagi atas delapan (delapan) dusun, yaitu
diantara:
a. Dusun Cerme
b. Dusun Girik
c. Dusun Baru

Dusun Tuwung
e. Dusun Kayen
f. Dusun Gronggong

Dusun Gandang

h. Dusun Karangpon.



Batas-batas wilayah administratif Desa Girik meliputi:

a. Sebelah Selatan : Desa Sendangrejo

b. Sebelah Timur : Desa Sendangrejo

c. Sebelah Utara : Desa Dradablumbang
d. Sebelah Barat : Desa Kakatpenjalin

4. Kondisi Sosial Budaya
a. Kerukunan
Kehidupan masyarakat di Desa Girik sangat harmonis. Kegiatan
gotong-royong masih berjalan dengan baik antar tetangga maupun antar
dusun. Gotong-royong yang dimaksud oleh penulis ada dalam bentuk
selametan, sambatan, ater-ater/ cinjoan, menjenguk tetangga yang sakit,
menghadiri hajatan, dan melayat pada orang yang telah meninggal dunia.
Dalam hal kerukunan antar warga juga dilakukan dalam kegiatan bersih-
bersih tempat umum seperti membersihkan jalan, makam, masjid dan
tempat-tempat adat.
b. Agama

Mayoritas masyarakat Desa Girik memeluk agama Islam.

Tabel 1.1Jumlah Pemeluk AgamaDesa Girik Kabupaten Lamongan

No Agama Jumlah
1. Islam 2.208
2. Kristen 8

3. Katholik -

4, Hindu -

5. Budha -




5. Sarana dan Prasarana
a. Sarana dan Prasarana Transportasi
Desa Girik terdapat di daerah daratan, maka sarana transportasi
yang digunakan yaitu transportasi darat. Desa Girik berada berdekatan
dengan jalan raya umum/ jalan raya antar provinsi. Disekitar Desa Girik
terdapat jalan-jalan umum yang beraspal dan jembatan yang telah
dibangun sehingga mudah untuk dilintasi kendaraan umum ataupun milik
pribadi penduduk setempat.
b. Sarana dan Prasarana Komunikasi
Sebagian besar penduduk  Desa  Girik  berkomunikasi
menggunakan bahasa Jawa. Sarana dan prasarana komunikasi mereka
yaitu radio, televisi dan telepon genggam. Selain itu, penduduk Desa
Girik sebagian sudah memahami penggunaan internet, baik pada
Handphone maupun komputer.
c. Sarana dan Prasarana Air Bersih
Sumber air penduduk Desa Girik mudah didapatkan, karena
langsung dari sumber mata air/ telaga yang sudah ditampung dalam
sendang untuk dialirkan ke setiap rumah warga sebagai pemenuh
kebutuhan sehari-hari baik untuk minum atau kebutuhan lainnya.
d. Sarana dan Prasarana Peribatan
Di Desa Girik, mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga
untuk sarana dan prasarana peribadatan mereka vyaitu masjid atau

mushola.



6. Keadaan Demografi
a. Penduduk
Menurut buku profil Desa Girik Bulan Juli 2021, jumlah
penduduk di Desa tersebut sebanyak 2.216 jiwa, terdiri dari 1.110 laki-
laki dan 1.106 perempuan. Untuk jumlah Kepala Keluarga sebanyak 630

KK.!

Tabel 1.2Jumlah Kepala Keluarga Desa Girik Kabupaten Lamongan

NO Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-Laki 1.110
2. Perempuan 1.106
3. Kepala Keluarga (KK) 630

b. Mata Percaharian
Mata pencaharian pokok penduduk Desa Girik lebih

mendominasi sebagai petani dan buruh tani.

Tabel 1.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Girik Kabupaten

Lamongan
No Pekerjaan Jumlah Ket
1. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15
2. | Karyawan Swasta 22
3. | Petani 258
4. | Buruh Tani 385
5. | Lainnya 20
6. | Pedagang/ wiraswasta 18
7. | Buruh Harian Lepas 10
JUMLAH 718

1Pemerintahan Desa Girik, Buku Profil Desa Girik(Lamongan: 2021), 117.



B. Profil Pemilik Usaha Pupuk dan Benih Tanaman di Desa Girik
Kabupaten Lamongan

Ibu Mayang terlahir dari keluarga yang sederhana. Sedari masa
kecilnya, Ibu Mayang sudah terlatih melakukan transaksi jual beli atau bahkan
dengan melakukan dropshipper. Ibu Mayang, merupakan salah satu warga
Desa Girik pemilik toko pupuk dan benih tanaman juga sebagai distributor
jagung kepada pabrik-pabrik di berbagai daerah dan ia pun menghutangkan
pupuk dan benih tanaman yang dibutuhkan oleh petani untuk menggarap lahan
pertanian mereka. lbu Mayang meminta jaminan pembayaran hutang yang
diserahkan setelah panen dengan hasil panen yang petani peroleh. Alasan Ibu
Mayang memberi pinjaman tersebut dikarenakan mengerti bahwasanya para
petani membutuhkan pupuk dan benih tanaman untuk mengelola lahan mereka.
Sumber kehidupan penduduk Desa Girik tidak lain dari pertanian.

Awal mulanya usaha pupuk dan benih tanaman ini didirikan atas
inisiatif bersama antara Ibu Mayang dan suaminya. Saat itu ibu Mayang
bertempat tinggal bersama orang tuanya yang kini telah meninggal dunia. Ide
untuk memulai usaha ini karena lbu Mayang melihat sekeliling penduduk Desa
Girik sebagian besar berpenghasilan dari sebagai petani. Setiap usaha yang
dijalankan seseorang memiliki motivasi tersendiri bagi pemiliknya. Ibu
Mayang menerangkan bahwasanya beliau memulai  usaha/  bisnis

menghutangkan pupuk dan benih tanaman pada pertengahan tahun 2018.



Alasan Ibu Mayang membuat usaha tersebut adalah melihat perkembangan
perekonomian penduduk Desa Girik untuk mengelola lahan pertanian mereka. 2
Membangun usaha tidak mudah, tetapi berkat dorongan dan semangat
Ibu Mayang dan keluarga, membuat bisnis berjalan dengan lancar. Saat ini Ibu
Mayang memiliki usaha menjual pupuk dan benih tanaman yang biasanya
mereka berikan juga dengan pinjaman kepada petani, memiliki warung makan,
pembeli hasil panen penduduk, dan kemudian menjualnya ke pabrik-pabrik
diseluruh pulau Jawa.
C. Pelaksanaan Praktik Hutang (Qard) Pupuk dan Benih Tanaman dengan
Jaminan Dibayar Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan
Hutang merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah
yang sama dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara
peminjam dan orang yang meminjami. Dalam penulisan ini penulis membahas
tentang kegiatan hutang piutang (Qard). Pinjam meminjam merupakan hal
biasa yang terjadi di kalangan masyarakat desa, salah satunya di Desa Girik
Kabupaten Lamongan. Kegiatan mengurus lahan pertanian membuat petani
melakukan berbagai upaya agar tanamannya subur dan menghasilkan panenan
yang banyak dan baik. Petani melakukan pinjaman kepada salah seorang di
Desa Girik yang dipandang sebagai orang yang berkecukupan dan
menghutangkan pupuk dan benih tanaman untuk para petani yang

membutuhkan.

2Mayang (Kreditur), Wawancara, Lamongan, 12 Juli 2021.



Hampir para petani di Desa Girik biasanya meminjam pupuk atau benih
tanaman untuk mengelola kembali lahan pertanian mereka. Menurut mereka,
itu sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat desa Girik karena bagi mereka
tidak ada jalan lagi selain meminjam kepada kreditur/ pemilik toko pupuk dan
benih tanaman yang mampu meminjamkan barangnya untuk petani di Desa
Girik. Saat berhutang, mereka tidak memerlukan sertifikat atau barang yang
dapat menjadi jaminan atas peminjaman barang tersebut. Pemilik toko hanya
meminta pengembalian hutang tersebut saat panen tiba dengan harga yang
telah ditentukan oleh pemilik toko.

Beberapa dari petani merasa keberatan dengan tambahan jumlah uang
yang harus dibayar saat pelunasan hutang kepada kreditur. Petani dalam
mengelola lahan pertanian mereka sangat baik, apalagi dengan cuaca yang
dianggap memungkinkan untuk menghasilkan panenan yang melimpah
membuat para petani memiliki motivasi untuk selalu menggarap sawah/ lahan
pertanian mereka. Selain itu, ada beberapa faktor juga yang menjadi
menyebabkan para petani mengalami gagal panen, diantaranya hama,
kerusakan yang dibuat oleh tikus, ulat, atau serangga lainnya yang menjadi
penyebab petani tidak memperoleh hasil pertanian mereka sesuai dengan

harapan.lbu Mayang menjual pupuk dengan harga sebagai berikut:

Tabel 1.4Daftar Harga Pupuk dan Benih Tanaman

No Nama Barang Harga

1. | Pupuk Urea Non-subsidi /50 Kg Rp. 395.000,00




2. | Pupuk SP-36 Non-subsidi /50 Kg Rp. 312.000,00
3. | Pupuk KCI Mahkota Non-subsidi /50 Kg Rp. 325.000,00
4. | Pupuk NPK Pak Tani Non-subsidi /50 Kg Rp. 415.000,00
5. | Pupuk NPK Mutiara Non-subsidi /50 Kg Rp. 450.000,00
6. | Pupuk ZA Non-subsidi /50 Kg Rp. 170.000,00
7. | Bibit Jagung NK 212 /Kg Rp. 95.000,00
8. | DMA 6 Rp. 35.000,00
9. | BABLAS Rp. 95.000,00
10. | Noxon Rp.. 65.000,00

Ibu Mayang menjual pupuk atau benih tanaman sesuai dengan
permintaan setiap petani. Petani memesan untuk disediakan pupuk dan benih
tanaman yang dibutuhkan kemudian berjanji akan mengambil ke rumah lbu
Mayang dan membayarnya saat panen tiba. Jumlah peminjaman yang
dilakukan setiap petani berbeda-beda, tergantung keperluan masing-masing
petani yang membutuhkan. Sedangkan hasil panen yang diperoleh hanya
sekitar Rp. 3.000.000,00 hingga Rp 4.000.000,00. Jumlah pinjaman yang
seriing berlangsung yaitu mulai Rp. 1.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00.
Beberapa diantara masyarakat Desa Girik juga melakukan peminjaman untuk
kebutuhan lain diluar dari kebutuhan pengelolaan lahan pertanian.®

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa konsumen dari
Ibu Mayang, beberapa menjelaskan proses hutang piutang pupuk dan benih
tanaman di lbu Mayang. Pertama, Bapak Supri, merupakan salah satu petani
yang ada di Desa Girik dan berhutang kepada Ibu Mayang. Beliau menjelaskan
bahwa alasan beliau berhutang karena faktor belum memiliki cukup uang untuk

memberi secara cash pupuk dan benih tanaman. Sedangkan bapak Supri

3Mayang (Kreditur), Wawancara, Lamongan, 12 Juli 2021.



membutuhkan pupuk dan benih tanaman untuk menggarap lahan pertaniannya
yang sebagai penghasilan pokok atas kelangsungan hidup anak dan istri bapak
Supri. “Saya berhutang kepada Ibu Mayang berupa pupuk tanaman yang saya
butuhkan, lalu Ibu Mayang membelikan untuk saya kemudian saya bayar
hutang saya ketika panen tiba” ujar Bapak Supri. la menjelaskan bahwa
selama berhutang dengan Ibu Mayang, ia tidak pernah telat pada saat
pembayaran dengan jumlah peminjaman dengan peminjaman sebesar Rp.
1.500.000,00. Sehingga tidak sampai pada musim panen berikutnya.*

“Alhamdulillah, saya selalu membayar hutang tepat waktu sesuai

dengan waktu yang ditentukan, sehingga tidak menambah beban saya

saat pembayaran hutang di musim panen berikutnya.” tambah pak

Supri.

Kedua, Bapak Januar, juga merupakan petani di Desa Girik yang
berhutang pupuk dan benih tanaman kepada Ibu Mayang. Jenis pupuk dan
benih tanaman yang digunakan sangat beragam. Bapak Januar tidak hanya
berhutang pupuk dan benih tanaman padi saja, melainkan juga tanaman jagung.
Bapak Januar mengaku bahwa jalannya garapan pertanian beliau ini berkat lbu
Mayang yang mau meminjami barang-barang yang dibutuhkan seperti pupuk
dan benih tanaman tersebut. “Proses pemupukan tanaman dilakukan
berlangsung selama tiga kali. Pertama, pada saat jagung berumur 7 — 10 hari
setelah ditanam dengan membutuhkan 150 kg pupuk. Kedua, saat padi

berumur 21 hari setelah tanam dengan 150 kg pupuk.” jelas Bapak Januar.

4Supri (Debitur), Wawancara, Lamongan, 20 Juli 2021.



Harga pupuk dan benih tanaman yang dihutang oleh Bapak Januar berbeda
dengan harga yang dijual langsung tanpa dihutangkan. Penambahan harga
sesuai dengan jenis pupuk masing-masing. Berikut dibawah ini merupakan

keperluan Bapak Januar dalam mengelola lahan pertanian miliknya.

Tabel 1.5 Daftar Harga Hutang Pupuk dan Benih Tanaman

Nama Barang Jumlah Harga Hutang
Pupuk Urea 1 kwintal Rp. 450.000,-
Pupuk Ponska 1 kwintal Rp. 400.000,-
Bibit Jagung NK 212 6 Kg Rp. 570.000,-
Noxon 4 pcs (besar) Rp. 340.000,-
BABLAS 2 liter Rp. 216.000,-
DMA 2 pcs (besar) Rp. 170.000,-

Bapak Januar menjelaskan bahwa, hasil panen yang diperoleh diberikan
kepada Ibu Mayang sebagai ganti dari pinjaman pupuk dan benih tanaman
yang sebelumnya telah digunakan. Terkadang hasil panen yang diperoleh tidak
sesuai dengan besarnya jumlah hutang, ditambah lagi dengan tuntutan
kebutuhan pokok Bapak Januar membuat beliau memilih untuk melunasinya
pada saat musim panen berikutnya. Jumlah pinjaman yang dilakukan oleh
Bapak Januar selisih sedikit dengan jumlah hasil panen yang diperoleh berkisar
Rp. 3.200.000,00 sampai Rp. 3.500.000,00. Bapak Januar mengaku keberatan
dengan penambahan jumlah yang harus dibayar setiap bulannya, tetapi karena
kebutuhan ekonomi Bapak Januar yang hanya berharap pada pengelolaan lahan

pertanian milik beliau.®

5Januar (Debitur), Wawancara, Lamongan, 10 Juli 2021.



Lain halnya dengan Ibu Dina, merupakan salah satu penduduk di desa
Girik yang berhutang uang kepada Ibu Mayang. Alasan Ibu Dina berhutang
adalah karena faktor ekonomi yang rendah.

“Sebenarnya saya juga tidak ingin berhutang, tetapi bagaimana jika

kebutuhan hidupnya yang menuntut saya untuk berhutang, untuk bisa

membeli beras dan kebutuhan sehari-hari saya”’

Ibu Dina mengaku bahwa ia telah berhutang kepada Ibu Mayang
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama empat bulan. Kemudian lbu
Dina mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam
ratus ribu rupiah). lbu Dina juga menambahkan jika ia tidak sanggup
membayar pada saat yang ditentukan, maka akan terus bertambah jumlah uang
yang harus dikembalikan hingga Ibu Dina mampu melunasinya.®

Ibu Mayang menambahkan jumlah pinjaman yang harus dikembalikan
saat musim panen berikutnya dengan uang sebesar Rp. 150.000,- setiap
bulannya. Lamanya hari meminjam hingga hari panen pertama adalah 4
(empat) bulan, ditambah dengan jangka waktu yang diinginkan, Pembayaran
hutang dilakukan pada panen berikutnya lagi menjadi 8 (delapan bulan). “Jika
saya tidak mampu membayar hutang pada saat panen tiba, maka saya diberi
keringanan untuk membayar pada musim panen selanjutnya. Tetapi dengan
resiko saya harus membayar jumlah hutang yang lebih banyak’'pungkas Ibu
Tarmi. Beberapa petani yang meminjam pupuk dan benih tanaman kepada Ibu

Mayang merasa keberatan, tetapi karena faktor tidak adanya modal untuk

Dina (Debitur), Wawancara, Lamongan, 5 Agustus 2021.
"Tarmi (Debitur), Wawancara, Lamongan, 24 Agustus 2021.



membeli secara langsung dengan harga yang lebih murah maka hal tersebut
tetap saja berlangsung pada petani di Desa Girik. Petani yang tidak sanggup
membayar hutang pada saat jatuh tempo, maka tambahan yang diberikan
termasuk pada riba nasi’ahdimana karena adanya perbedaan dalam pembayaran
hutang yang dari perjanjian awal.

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang para petani Desa
Girikmelakukanhutangpiutangadalah ~ disebabkan oleh  kebutuhan  yang
mendesak. Proses yang dilakukan dalam peminjaman pupuk dan benih
tanaman juga dengan sangat mudabh.

Berdasarkan penjelasan diatas, praktik hutang pupuk dan benih tanaman
dengan jaminan dibayar setelah panen di Desa Girik dilakukan secara lisan dan
saling percaya diantara kedua belah pihak dan dengan petani berjanji dapat
menjamin hasil panen tersebut sebagai pelunasan hutang petani kepada
kreditur/ lbu Mayang. Kebanyakan petani di Desa Girik melakukan
peminjaman modal pupuk dan benih tanaman kepada Ibu Mayang karena
dianggap mudah dalam prosesnya, karena lbu Mayang menyediakan barang
tersebut dan petani membawa untuk keperluannya tanpa syarat yang rumit.
Hanya saja, Ibu Mayang memberi peringatan kepada petani untuk membayar
atau melunasi hutangnya saat musim panen tiba.

Penambahan jumlah yang harus dibayarkan bukan karena petani ingin
memberikan uang semata-mata sebagai tanda terima kasih kepada Ibu Mayang,
melainkan karena sudah ditentukan Ibu Mayang ketika petani akan membayar

hutangnya. Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah



tambahan yang berasal dari kemauan dari peminjam sendiri atas dasar bentuk
terima kasih kepada pemberi pinjaman. Akan tetapi, dalam transaksi yang
dilakukan di Desa Girik Kabupaten Lamongan yaitu tambahan tersebut berasal
dari pemilik usaha pupuk dan benih tanaman. Masyarakat Desa Girik menjalan
transaksi tersebut yang merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep

Islam.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES) TERHADAP PRAKTIK HUTANG PUPUK DAN
BENIH TANAMAN DENGAN JAMINAN DIBAYAR SETELAH PANEN
DI DESA GIRIK KABUPATEN LAMONGAN
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Pupuk dan Benih
Tanaman dengan Jaminan dibayar Setelah Panen di Desa Girik
Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan hutang piutang mempunyai nilai tolong menolong
(ta’awun). Akad hutang piutang sendiri termasuk pada akad tabarru’ yang
merupakan akad hibah bukan bersifat komersial dan tujuannya adalah untuk
tolong menolong.Dalam Hukum Islam, hutang piutang yang termasuk akad
gard, yang mana akad tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang saling
sepakat dan percaya dalam melakukan praktik hutang piutang dengan objek
pupuk dan benih tanaman dengan berdasarkan jaminan pembayaran atau
pelunasan hutang dibayaar setelah panen. Jaminan yang dimaksud adalah hasil
dari panen tersebut.

Oleh karena itu, agama Islam tidak membenarkan siapapunumatNya
untuk mencari keuntungan apapun dalam akad ini. Pada hakikatnya, akad
hutang piutang yang dimaksud ini adalah bertujuan untuk memberi bantuan
kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Hal tersebut sudah biasa dilakukan di desa Girik kabupaten Lamongan,

bahkan pada kalangan masyarakat di desa-desa lainnya. Penduduk desa Girik
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terutama para petani melakukan praktik hutang piutang pupuk dan benih
tanaman untuk menggarap pertanian mereka. Sebagaimana yang dilakukan
penduduk desa Girik melakukan hutang untuk memenuhi kebutuhan mereka
dan memang sangat membutuhkan sehingga mendatangkan manfaat,
kemuadian adanya tambahan jumlah yang harus dibayarkan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak maka hal tersebut merupakan perbuatan
yang bathil.

Latar belakang dari hutang piutang dibayar setelah panen yang
dilakukan di Desa Girik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya:
harga pupuk yang mahal, hal biasa bagi petani di desa Girik, kelangkaan
pupuk, dan merupakan bisnis dari pemilik toko.

Praktik akad gard pupuk dan benih tanaman merupakan akad hutang
piutang, dimana seseorang meminjamkan hartanya atau seseorang meminjam
harta dengan kewajiban akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dalam
waktu yang telah ditentukan. Qardh merupakan penyediaan dana yang dapat
dipinjamkan didasari dengan kesepakatan dan persetujuan antara peminjam dan
yang meminjamkan dengan kewajiban peminjam melunasi hutangnya sesuai
jangka waktu yang telah ditentukan.*

Objek hutang piutang ini dianggap memenuhi rukun dan syarat karena
merupakan harta sah milik peminjam (mugridh). Setiap akad harus ada sighat-
alaqd, yaitu ijab dan gabul. Adapun ijab merupakan suatu pernyataan dari

pihak pertama perihal perjanjian yang diinginkan. Pernyataan pihak pertama ini

!Alhafidz, Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Figih Muamalah
(Qard), (Surakata: IAIN Surakarta), 32.



dari si petani yang sebagai muqtaridh mengatakan “saya akan meminjam atau
berhutang kepada anda untuk modal saya menggarap sawah saya”. Sedangkan
gabul merupakan suatu pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya
kemudian pihak kedua atau si pemilik modal (mugridh) mengatakan “Ya.
Tetapi saya ingin hutang tersebut dikembalikan saat musim panen tiba”.? ljab
gabul dilakukan atas dasar suka sama suka antara pihak pertama dan pihak
kedua. Pernyataan yang menerangkan suka sama suka diantara keduanya tidak
dapat dikatakan dengan jelas kecuali dengan perkataan karena pernyataan suka

datangnya dari hati dan tidak diketahui oleh orang lain.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 mengenai

shigat ijab dan gabul, sebagai berikut:®
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan
ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”
Adapun akad perjanjian yang dilakukan oleh petani dan Ibu Mayang
tersebut sebagaimana Ibu Mayang menyerahkan objeknya berupa pupuk dan
benih tanaman dalam hutang piutang kepada petani di desa Girik. Dalam

proses akad perjanjian ini sudah memenuhi rukun dan syarat yang mana bentuk

2Supri (mugtarid), Wawancara, Lamongan, 25 Agustus 2021.
3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bekasi: PT. Dinamika
Cahaya Pustaka, 2017), 107.



dari benda tersebut merupakan bernilai dan mempunyai kegunaan. Dengan
begitu, barang yang telah diserahkan kepada petani tersebut sudah menjadi
barang sah milik si petani sehingga barang tersebut telah diserahkan kepada
petani sepenuhnya dengan waktu perjanjian yang telah ditentukan.

Berikut adalah analisis hutang pupuk dan benih tanaman dengan
jaminan dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan dengan
penjelasan mengenai sSyarat dan rukun dari ketentuan akad gardh pada
transaksi hutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah
panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan:

1. Pihak yang berakad
Mengenai pihak yang berakad, atau Aqid, dalam transaksi hutang
piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad dilakukan.
Orang yang melakukan akad atau orang yang berakad di desa Girik
merupakan orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan
hukum serta adanya kerelaan pihak satu dan objek yang jelas. Sedangkan
persyaratan untuk meminjam pupuk dan benih tanaman di lbu Mayang yaitu
memiliki lahan pertanian/ sawah yang nantinya hasil dari panen tersebut
dapat menjadi jaminan untuk pembayaran hutang.
2. Objek Akad
Selain adanya para pihak yang berakad, inipun harus ada objek utang
dimana objek tersebut ada dan dapat dimiliki. Objek dari akad yang
digunakan dan praktik hutang piutang pupuk dan benih tanaman ini sudah

memenuhi syariat Islam. Karena harta yang dimaksud dalam hutang piutang



ini merupakan harta sah milik mugtaridh yang diserahkan kepada mugridh
untuk diambil manfaatnya. Objek utang piutang yang dimaksud dalam
transaksi ini adalah tersedianya pupuk dan benih tanaman yang dibutuhkan
oleh petani atau mugridh sebagai barang yang bernilai manfaatnya.

3. Shigat (ljab dan Qabul)

Tentang syarat shigat yang sudah terpenuhi, pihak mugridh dan
mugtaridh telah melaksanakan ijab dan gobul dengan maksud kedua pihak
melakukan perjanjian atas kesepakatan mereka dengan lisan dan tulisan.
Perjanjian lisan dilakukan oleh pihak mugridyang ditulis dibuku hutang
miliknya, sedangkan kepada mugtaridh hanya secara lisan. Adapun selain
perjanjian tulisan dan lisan, rasa kepercayaan antara mugrid dan mugtarid
juga sudah menjadi faktor penting untuk memenuhi akad tersebut hingga
menjadi sah.

Utang piutang dibayar setelah panen dengan penjualan hasil panen
jagung di Desa Girik yang dilakukan petani dengan Ibu Mayang dengan syarat
pengembalian hutang pupuk dan benih tanaman saat panen tiba yang
berlangsung selama 4 (empat) bulan dari hari saat dipinjamkannya pupuk dan
benih tanaman tersebut. Dalam transaksinya, Ibu Mayang memberi harga
khusus untuk petani yang berhutang dengan ditambahkan untuk harga hutang.
Kemudian, ketika petani tidak mampu membayar penuh hutang tersebut pada
saat panen tiba, maka hutang boleh dibayar pada saat musim panen selanjutnya

dengan adanya tambahan harga setiap bulannya sebesar Rp. 150.000,-.*

“4Dina (Debitur), Wawancara, Lamongan, 22 Agustus 2021.



Menurut konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi
yang dilarang dan merupakan transaksi yang tidak mendatangkan manfaat.
Karena hutang piutang (gard) merupakan transaksi yang mendatangkan
manfaat tetapi dalam praktik tersebut mengandung unsur riba. Berdasarkan
praktiknya, penambahan atau melebihkan pada jumlah pembayaran hutang
yang diberikan oleh kreditur kepada debitur merupakan jenis riba al-gardh.
Riba gardh merupakan suatu jumlah kelebihan atau manfaat yang
diperuntukkan seseorang yang berhutang.® Larangan riba ini terdapat dalam

firman Allah pada surah Ar-Rum ayat 39:°
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Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi
Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan
untuk mencapai keridhaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Dalam Islam telah diperbolehkan saling menolong satu sama lain dan
merupakan berbuatan yang diridhoi Allah. Dalam praktik tersebut terjadi
adanya penambahan jumlah tertentu dari harga pokok pada jumlah yang akan
dikembalikan. Sebagian petani merasa keberatan atas penambahan jumlah
tersebut karena dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak. Apabila
terjadi kelebihan dalam pembayaran hutang selain dari jumlah uang pokok,
maka hal tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama

kelebihan yang tidak diperjanjikan, artinya kelebihan tersebut telah dibayar

51dri, Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama (Jakarta: KENCANA,
2015), 192.
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid..., 408.



oleh mugtaridh dan dengan tidak adanya kesepakatan diawal perjanjian dalam
pembayaran kelebihan tersebut. Kedua, vyaitu kelebihan yang telah
diperjanjikandiawal atau dengan sengaja, maka kelebihan tersebut tidak
diperbolehkan dalam syariat Islam (haram). Pada praktiknya, transaksi yang
dilakukan mugridh dan mugtaridh merupakan menyimpang dari ketentuan
Islam, dikarenakan adanya kelebihan jumlah yang dibayarkan kepada mugridh
dengan perjanjian diawal akad.

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga memerintahkan umat Islam untuk
menjauhi riba. Nabi SAW bersabda:

Rl L $20" 6 5k us B Sliptl) a2z 122
i ¥y o Ju 28T i 8T L Y s G g
Artinya: “Jauhilah tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata,
“Wahai, Rasulullah! Apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada
Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hag,

memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan
perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina”.

Dosanya diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam hadits yang lainnya.
o421 J= ol s Labsl BL Osmeny 0L L
Artinya: “Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan
adalah bagaikan seseorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya”.
(HR Tabrani)
Akad gard yang didalamnya terdapat unsur riba, maka sudah pasti
secara otomatis akan memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial dalam

masyarakat serta menghilangkan rasa saling membantu atau tolong



menolongaantar sesama sehingga menimbulkan beban. Oleh sebab itu,
pentingnya manusia untuk mempelajari kaidah hukum Islam untuk mengerti
proses bermuamalah yang baik dan benar di dalam ajaran Islam. Penambahan
jumlah hutang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur merupakan tidak
dibenarkan, kecuali pemberian tersebut tidak diperjanjikandiawal transaksi
yang dimana debitur memberikan kepada kreditur karena bentuk terima kasih
karena telah dibantu untuk diberi pinjaman.” Hal tersebut dapat menjadi nilai
kebaikan tersendiri bagi debitur dalam membayar hutang. Sebagaimana Abdul
Aziz bin Abdillah Al Waisi: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal
dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghois, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW

beliau bersabda :
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Artinya: “Barangsiapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud
membayarnya, Allah akan membayarnya. Dan barangsiapa yang
mengambil dan  bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan
melenyapkannya.” (HR. Bukhari no. 2387).

Sedangkan dalam penambahan jumlah hutang yang harus dibayarkan
merupakan perbuatan yang menyimpang dari kebajikan dan Islam tidak

memperkenankan hal tersebut dilaksanakan dalam transaksi bermuamalah.

“Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.

"H. Y. Sari, Repsitory.radenintan.co.id, 2017, 20.



Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan
penambahan. Sedangkan menambah setelah pembayaran merupakan nilai
kebaikan dari debitur dan merupakan sifat dermawan yang dilakukan.

Syaikh Shalih  Al-Fauzan —hafizhahullah-  berkata:®“Hendaklah
diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah
tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti seseorang mengatakan “saya
beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan
sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda
hadiahkan kepadaku sesuatu .

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua tambahan atau riba
adalah haram. Riba juga dapat membuat pemilik usaha/ pemilik harta
melakukan kemerosotan/ penurunan ekonomi serta dapat memusnahkan
sumber daya manusia.

B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik
Hutang Pupuk dan Benih Tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan

Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk saling tolong menolong dan
saling membantu agar terciptanya keselarasan hidup dengan saling
berinteraksi. Kehidupan manusia tidak mampu terpenuhi semuanya, baik pada
kehidupan primer, sekunder hingga kebutuhan tersier. Sebagian manusia
dituntut realita hidup mereka untuk memiliki harta sebagai tanda bahwa
manusia mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya. Untuk memenuhi

hartanya, manusia melakukan pinjaman kepada manusia lain dengan alasan

8 Al-MulakhkhashulFighi, Shalih Al-Fauzan, KSA, Dar IbnilJauzi, (Cet.1V, 1416-1995), 2-51.



tertentu. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia membutuhkan modal untuk
melangsungkaan hidupnya, seperti membeli beras atau menanam padi untuk
makanan pokok mereka. Seseorang yang mampu memberi pinjaman merasa
tidak yakin, akhirnya hasil lahan pertanian merekalah yang menjadi jaminan
atas hutang tersebut.

Agar akad gard terlaksanakan dengan baik tentunya terdapat rukun dan
syarat yang wajib terpenuhi. Rukun akad adalah hal-hal yang menjadi dasar
dalam terwujudya suatu akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka dapat
dikatakan akad tersebut tidak dapat terlaksana.’

Selanjutnya, analisa pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) Bab Il tentang Asas Akad pada pasal 21 e, f dan KHES Bab
XXVII tentang akad Qardhterutama pada pasal 609, yang berisi antara lain:'°

Pasal 21
e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenubhi
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan
merugikan salah satu pihak.
f. Taswiyah/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan
yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.**

Pasal 608
Pemberi pinjaman gardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila
dipandang perlu.*?

Pasal 609
Nasabah dapat memberikan tambahan/ sumbangan dengan sukarela kepada
pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610
Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/

9 Khoirun Nisa’, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan
Mudarabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo” (Skripsi--1AIN Ponorogo, 2019), 70.
OPPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., 22.

HPPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., 21.

2PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...,174.
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Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka
pemberi pinjaman dapat:**

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau

b. menghapus/writeoffsebagian atau seluruh kewajibannya.

Sesuai dengan ketentuan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) yang telah penulis catat, berikut pemaparan analisa yang penulis
simpulkan, berdasarkan dalam pasal 21 bagian e menyatakan bahwa setiap
akad dilakukan dengan saling menguntungkan semua pihak, tidak pada salah
satu pihak saja dan tidak ada terjadinya manipulasi dalam transaksi yang
dilakukan antara mugridh dan mugtaridn. Namun, dalam praktiknya,
keuntungan terbesar hanya didapatkan oleh mugtaridh, dimana hasil dari panen
petani diberi tambahan setiap bulannya dari jumlah yang akan dibayarkan oleh
petani, tambahan tersebut diberikan oleh muqtaridh dengan kesengajaan yang
disepakati diawal perjanjian. Pemilik toko pupuk dan benih tanaman menjual
dagangannya dengan harga hutang kepada petani yang berhutang kemudian
meminta mereka untuk membayarnya saat musim panen tiba yang biasanya
berlangsung pada 4 (empat) bulan kemudian.

Sedangkan pada bagian f, dinyatakan para pihak dalam setiap akad
memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang
seimbang bahwasanya pada setiap akad yang dilakukan memiliki kesetaraan
para pihak, artinya pihak yang berakad memiliki kedudukan yang sama serta
memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam praktik hutang piutang ini,
kedudukan antara mugtaridh dan mugridh jelas berbeda, karena orang yang

memberikan pinjaman modal dalam pengelolaan lahan pertanian di desa

®1bid.



tersebut dianggap sebagai orang yang mampu. Mugtaridhmeminjam pupuk dan
benih tanaman untuk menggarap lahan pertanian mereka. Pada hak dan
kewajiban, mereka memiliki hak dan kewajiban mereka masing-masing seperti
mugrid yang memberi pinjaman kepada mugtarid dan mugtarid kewajiban
untuk membayarnya karena membayar hutang adalah wajib hukumnya.

Ditinjau pada pasal 608, menyatakan bahwa pemberi pinjaman
garddapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Dalam
praktik hutang piutang ini, kedua belah pihak yang berakad menjadikan hasil
panen petani pada saat musim panen sebagai jaminan atas praktik hutang
piutang pupuk dan benih tanaman yang hasilnya digunakan untuk membayar
hutang tersebut. Akan tetapi jaminan yang diberikan merupakan barang yang
belum pasti adanya.

Pada pasal 609, dinyatakan nasabah dapat memberikan tambahan/
sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak
diperjanjikan dalam transaksi. Dalam praktiknya, mugtarid memberikan
tambahan dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh mugrid dengan sengaja
dan diperjanjikan dalam transaksi. Misalnya, pada saat memberikan pinjaman
kepada mugrid, dengan disertai menyatakan bahaakan ada tambahan jumlah
yang harus dibayarkan serta memberikan tambahan apabila terjadi wanprestasi
dalam pembahayar hutang dengan adanya tambahan di setaip bulan untuk
diberikan jangka waktu yang telah diperjanjikan di awal.

Pada pasal 610 bagian a, menyatakan bahwa mugtarid yang tidak

mampu melunasi/ membayar hutang dalam jangka waktu yang telah



ditentukan, maka muqgrid dapat memperpanjang waktu pembayaran hutang.
Dalam praktiknya, hal tersebut telah dilakukan antara kedua belah pihak yang
berakad, tetapi terdapat penambahan jumlah pembayaran yang harus dilunasi
disetiap bulannya. Pembayaran tambahan jumlah yang dibayarkan atau jumlah
hutang yang dilebihkan oleh debitur merupakan bentuk kesengajaan yang
dilakukan diantara keduanya diawal akad. Hal tersebut merupakan perbuatan
yang tidak diperbolehkan Islam dalam bermuamalah.

Kemudian pada pasal 610 bagian b, menyatakan bahwa pemberi hutang
dapat menghapus/ writeoff sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun dalam
praktik hutang piutang ini pemberi hutang tidak melakukan hal tersebut karena
dianggap akan merugikan pemberi hutang yang sudah memberikan barangnya
kepada mugtarid untuk selanjutnya akan dibayar hutang tersebut pada saat
musim panen tiba.

Dari analisis diatas, penulis menjelaskan bahwa praktik hutang pupuk
dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di Desa Girik
Kabupaten Lamongan secara hukum Islam dianggap tidak sah, karena terjadi
penambahan jumlah vyang harus dibayarkan disetiap bulannya dengan
kesengajaan yang diberikan oleh mugrid kepada mugtarid. Pada praktik hutang
pupuk dan benih tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan ini yang tidak
sesuai adalah ketentuan diawal yang diketahui kedua belah pihak, bahkan
sudah diperjanjikan sendiri oleh mugrid untuk memberikan tambahan jumlah
yang harus dibayar disetiap bulan kepadanya. Tambahan tersebut dikatakan

riba, dan merupakan sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Islam



sangat melarang adanya riba karena selain dari merupakan perbuatan yang

bathil juga merupakan perbuatan yang merugikan salah satu pihak.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai praktik hutang pupuk dan
benih tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan dengan jaminan dibayar
setelah panen menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES), maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban

atas pertanyaan dan permasalahan yang telah dirumuskan.Kesimpulan yang

dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik hutang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen di
Desa Girik Kabupaten Lamongan merupakan kegiatan hutang piutang
dengan tambahan jumlah yang harus dibayar disetiap bulannya. Pihak
mugtarid mendatangi pihak mugrid untuk meminjam pupuk dan benih
tanaman dengan jaminan akan membayarnya pada saat musim panen tiba
dengan melaksanakan akad perjanjian hutang piutang dengan secara lisan
dan tulisan. Lisan yang dikatakan antara kedua belah pihak, sedangkan
tulisan yang ditulis oleh pihak mugrid di dalam buku hutang miliknya.
Ketika petani mengalami gagal panen, maka pihak mugridmemberi
kelonggaran batas waktu pengembalian pada saat panen berikutnya dengan
adanya tambahan disetiap bulannya sebesar Rp.150.000,00.

2. Analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

terhadap hutang pupuk dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa
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Girik Kabupaten Lamongan adalah yang pertama dalam pandangan hukum
Islam, transaksi hutang piutang pupuk dan benih tanaman yang terjadi di
Desa Girik Kabupaten Lamongan merupakan kegiatan hutang piutang yang
berunsur riba sehingga menjadikan transaksi tersebut diharamkan dalam
Islam dikarenakan adanya ketidaksesuaian penghitungan jumlah hutang
dalam pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disesuaikan diawal
perjanjian. Selain itu, Praktik ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 21 tentang Asas Akad dikarenakan
hutang pupuk dan benih tanaman dilakukan atas keuntungan salah satu
pihak, dimana adanya tambahan dalam pembayaran utang yang telah
diperjanjikan di awal dalam transaksi tersebut. Pada pasal 609 dan 610,
mugrid (pemberi hutang) memberikan batas waktu untuk pembayaran/
pelunasan hutang tersebut, tetapi terdapat menambahan jumlah yang harus

dibayarkan di setiap bulannya. Hal tersebut merupakan perbuatan riba.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1.

Transaksi hutang piutang tentu baik dilakukan, tetapi sebaiknya transaksi
tersebut dilakukan dengan tidak mengambil manfaat yang tidak dianjurkan

dalam ajaran Islam.

. Sebaiknya transaksi dilakukan dengan adanya bukti nota setiap bulan yang

diberikan kepada petani, agar petani lebih mudah untuk mengetahui tentang

berapa jumlah yang harus dibayar atau dilunasi.



3. Diharapkan pemilik pupuk dan benih tanaman memberikan keringanan yang
dianggap pantas bagi petani agar tidak memberikan pengertian buruk
mengenai usaha yang diijalani dan tidak menimbulkan keuntungan hanya

pada salah satu pihak saja.
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